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PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA 

BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap 

tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menurut hukum positif (Pasal 

310 KUHP) dan juga sanksi menurut pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan 

metode normatif, metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan dengan 

bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

dalam UU ITE, pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sarana elektronik akan 

dijatuhi hukuman penjara paling lama enam tahun. Sedangkan dalam Pasal 310 KUHP tindak 

pidana penecemaran nama baik dijatuhi hukuman penjara paling lama sembilan bulan. 

Dikarenakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial belum termasuk 

dalam hukum pidana Islam dan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadits, maka 

termasuk dalam golongan jari ta'zir. Hukuman ta'zir adalah suatu bentuk hukuman yang 

dimaksudkan untuk mencegah atau menunda datangnya musibah, dengan kekuasaan 

penguasa atau hakim atas penyelenggaraan hukuman bagi masyarakat umum. 

 

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to find out how law enforcement is against criminal acts of 

defamation in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information 

and Electronic Transactions and according to positive law (Article 310 of the Criminal Code) 

and also sanctions according to the legal view Islam. This study uses a normative method, the 

data collection method used is a literature study with sources from primary and secondary 

legal materials. The results of this study indicate that under the ITE Law, defamation 

committed by electronic means is punishable by a maximum prison sentence of six years. 

Whereas in Article 310 of the Criminal Code the crime of defamation carries a maximum 

prison sentence of nine months. Because the criminal act of defamation through social media 

is not included in Islamic criminal law and is not mentioned in the Qur'an or hadith, it is 

included in the ta'zir finger category. Ta'zir punishment is a form of punishment that is 

intended to prevent or delay the arrival of a disaster, with the authority of the ruler or judge 

over the administration of punishment for the general public. 

 

Keywords: Crime, Law Enforcement, Defamation, Social Media 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Menggunakan internet, tindakan berbagi pesan atau informasi antara pengirim dan penerima 

dapat dilakukan secara aktif, tepat, dan murah. Oleh karena itu, alat komunikasi seperti 

internet dapat mempermudah individu untuk melakukan berbagai tindak pidana berbasis 

komputer dan jaringan, antara lain pencemaran nama baik, pencurian identitas, peretasan 

situs web, pencurian data kartu debit, dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini banyak 
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pemberitaan tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik oknum yang tidak 

bertanggung jawab.
1

 Perilaku pencemaran nama baik adalah ketika seseorang merusak 

reputasi seseorang dengan menyalahkan pihak ketiga sehingga khalayak ramai dapat 

mengetahuinya.
2
 

Masyarakat Indonesia saat ini cukup mudah untuk berkomunikasi dalam skala 

nasional karena banyak dari mereka yang sudah familiar dengan media online yang tersedia 

di seluruh dunia. Ada beragam cara untuk berkomunikasi dalam masyarakat ini, termasuk 

internet. Internet adalah jaringan komputer yang luas dan terhubung yang menghubungkan 

komputer dan orang-orang di seluruh dunia. Di sini, ada sejumlah keuntungan yang kita 

temui ketika berhubungan dengan data atau informasi, yakni untuk membantu konektivitas 

dan alat komunikasi, akses informasi, sumber wawasan ilmiah dan intelektual yang berbeda, 

alamat dan pemetaan, kenyamanan bisnis, akses informasi yang mudah dan cepat, 

menumbuhkan jaringan sosial, memfasilitasi transaksi keuangan, memfasilitasi kegiatan 

pendidikan, dan media hiburan.
3
  

Pencemaran nama baik dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak 

bertanggungjawab melalui beragam platform media sosial dan secara langsung. Seseorang 

dapat di dakwa dengan pencemaran nama baik jika dia benar-benar melakukan kejahatan 

tersebut secara nyata dalam arti penuduh dan yang dituduh bertatap muka langsung dan 

pencemaran nama baik tersebut terjadi pada saat itu.
4
 Dalam masyarakat maju dengan alat 

teknologi yang lebih maju daripada masyarakat berkembang, kejahatan adalah perilaku anti 

sosial. Karena telah menyebar dengan cara ini, kejahatan berbeda dengan kejahatan biasa 

karena dapat terjadi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Meskipun tampak bahwa 

kejahatan memiliki bentuk yang berbeda di setiap peradaban, kehadirannya setara dengan 

keberadaan individu. 

Tindak pidana harus ditindak tegas agar tidak terjadi peningkatan konflik yang dapat 

meresahkan masyarakat. Berbagai kejahatan nyata mulai bermunculan sebagai akibat dari 

perkembangan teknologi komputer, antara lain pencurian identitas, peretasan email dan situs 

web, penipuan OTP, penyebaran virus yang disengaja, penyebaran konten ilegal, pencurian 

                                                           
1
 Yodi Pratama Putra, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-

Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (3)”, Skripsi Universitas 

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2018), hlm.1. 
2
 Nurun Nazmi, “Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Public Figur Melalui Media 

Sosial dan Media Masa”, Skripsi Universitas Bandar Lampung, (2013), hlm.2. 
3
 Refki Idham, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui 

Media Sosial”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Kotabumi, (2021), hlm.84. 
4
 Mustakima Bakri, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi komperatif antara 

Hukum Positif dan Hukum Islam), Skripsi UIN Alauddin Makassar (2015), hlm.7. 
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kartu debit informasi, duplikasi website orang lain, hacking, carding, konten ilegal, 

pemalsuan data, cyberstalking, sabotase, dan masih banyak lagi. Ada interpretasi bagaimana 

seseorang memanfaatkan media sosial dengan baik dan tidak melihat efeknya berdasarkan 

perkembangan teknologi ini.
5
 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat mengikat tiga rumusan 

masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku 

pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3), 

bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik menurut hukum pidana 

positif, bagaimana sanksi pencemaran nama baik menurut pandangan hukum Islam. 

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam Pasal 

27 ayat (3), untuk menganalisis tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana 

positif untuk dapat mengetahui bagaimana sanksi pencemaran nama baik menurut pandangan 

hukum Islam. 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan kepada publik tentang 

penggunaan ilegal media sosial untuk pencemaran nama baik dan berfungsi sebagai sumber 

informasi bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan ilegal 

tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami pedoman hukum 

pencemaran nama baik secara online. 

Penistaan dilarang dalam buku kedua KUHP, bab XVI tentang penghinaan, yang 

meliputi pasal 310 sampai dengan 320. Seseorang dianggap telah melakukan tindak pidana 

pencemaran nama baik sesuai dengan pasal ini, khususnya Pasal 310 Ayat (1) dan (2), jika 

mereka dengan jahat menuduh orang lain di depan umum dengan maksud untuk merusak 

reputasi mereka, termasuk melalui tulisan atau gambar, ditayangkan, disertakan dalam 

program, atau diposting. Pasal ini membahas bahwa merendahkan nama baik dan kehormatan 

seseorang, yang dapat digolongkan sebagai penghinaan, berupa menuduh sesuatu agar 

diketahui umum, dimana unsur tuduhan ini harus ada agar dapat dipertimbangkan apakah 

perilaku tersebut merupakan sebuah penghinaan.
6
 

Penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat 

(3) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di 

mana Pasal tersebut berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

                                                           
5
 Dendy Frayitno, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial 

berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, Skripsi Universitas Borneo Trakan (2021), hlm.1 dan 3. 
6
 Sahrul Mauludi, (2018). Awas HOAX! Cerdas Menghadapi Pencenaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & 

Hoax. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Hlm.146-147. 
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atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau 

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”. 

Penerapan Pasal 27 menunjukkan bagaimana kejahatan atau pelanggaran berkembang dengan 

menggunakan media komputer atau internet (berupa dokumen atau informasi elektronik). Hal 

ini membantu penegak hukum dalam memproses dan memutuskan kasus-kasus yang 

melibatkan penggunaan media informasi elektronik untuk menghukum kejahatan atau 

pelanggaran hukum.
7
 

 

2. METODE  

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan 

yang dilakukan berdasar pendekatan konsep dan undang-undang, pendekatan kasus, bahan 

buku utama menelaah hal yang bersifat teoritis konsep hukum, pandangan yang menyangkut 

asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif 

normatif yaitu mendeskripsikan peraturan hukum pidana positif tentang pencemaran nama 

baik untuk menjelaskan penegakan hukum dalam pencemaran nama baik melalui media 

sosial. Di dalam penelitian ini memerlukan sumber data sekunder yaitu data yang diketahui 

dari dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek pendekatan 

hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif 

kualitatif. Normatif kualitatif yaitu menjelaskan dan menafsirkan data berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, asas-asas, norma-norma, teori atau doktrin ilmu khususnya dalam 

pidana. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) 

Teknologi informasi, media, dan komunikasi menawarkan keuntungan yang dapat mengubah 

perilaku manusia dan peradaban dunia secara positif dengan memungkinkan perubahan sosial, 

ekonomi, dan budaya yang besar dan cepat yang lebih bebas, tanpa batasan. Teknologi 

informasi saat ini digunakan sebagai tombak untuk memajukan peradaban, kesejahteraan, dan 

kemajuan dunia. Itu juga digunakan untuk memerangi kejahatan. 

                                                           
7
 Budi Suhariyanto, (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada 
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Pencemaran nama baik diatur dan dilarang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (3). Di media sosial, 

pelakunya memiliki kebebasan penuh untuk melakukan pencemaran nama baik, praktik ini 

sangat umum. Banyak orang yang dirugikan akibat perbuatan pencemaran nama baik karena 

orang yang melakukan kejahatan tersebut. 

Tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial didefinisikan sebagai 

penyebarluasan dan pengiriman dokumen elektronik dengan sengaja yang menghina atau 

mencemarkan nama baik orang atau kelompok tertentu agar merugikan orang tersebut atau 

membuat mereka merasa bahwa yang dilakukan salah.8  

Sifat yang lebih khusus dalam mengatur tindak pidana ujaran kebencian melalui 

media elektronik terdapat dalam UU ITE. Pengaturan terkait ujaran kebencian pada awalnya 

diatur dalam KUHP, kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana mengatur tindak pidana ujaran kebencian 

yang dilakukan melalui media sosial, “lex specialis derogate legi generali” merupakan asas 

hukum yang diyakini oleh hukum positif Indonesia. Tidak semua bentuk tindak pidana 

terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan tindak pidana dapat dilakukan penuntutan di 

pengadilan, sebabnya dalam proses hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. 

Seseorang tidak dapat melakukan penuntutan karena pembatasan oleh undang-undang itu 

sendiri, misalnya pengaduan harus diajukan agar suatu kejahatan dapat ditangani, yang sering 

dikenal sebagai delik aduan. 

Ujaran kebencian juga berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Apa 

yang dulunya hanya sepenggal teks yang dipublikasikan secara online atau melalui brosur, 

kini memiliki kekuatan untuk membangkitkan kekerasan dan perselisihan di antara 

masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi aparat dan organisasi penegak hukum, khususnya 

kepolisian untuk mengambil langkah-langkah preventif dan represif dalam menghadapi 

situasi ujaran kebencian.9 

Kata ujaran kebencian atau sering disebut sebagai Hate Speech dalam bahasa Inggris 

merupakan istilah yang memiliki jalinan erat dengan penduduk asli dan kelompok 

masyarakat kurang terwakili (minoritas). Meski ujaran ini terdiri dari ujaran kebencian, 

hinaan, dan konflik, namun berbeda dengan bentuk ujaran lainnya. Perbedaan antara ujaran 

                                                           
8
 Yodi Pratama Putra, Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan 

Undang-Undang Informasi dan Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (3) (Studi Kasus Putusan 

512/Pid.Sus/2016/PN Jmb), (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2018), hal.30. 
9
 Dendi Frayitno, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial 

Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, (Tarakan: Universitas Borneo Tarakan, 2021), hal.27-29. 
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kebencian dan ujaran umum adalah apakah pernyataan tersebut dimaksudkan untuk 

berdampak atau tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Provokasi kebencian 

berhasil dilakukan jika tuturan yang disampaikan dengan semangat dan bergejolak ternyata 

mampu menghasut penonton untuk melakukan kekerasan atau merugikan individu atau 

kelompok lain.
10

 

Muatan dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang perlu diperjelas berkaitan dengan 

penghinaan dan pencemaran nama baik. Secara umum, penghinaan atau pencemaran nama 

baik adalah perbuatan merusak harga diri dan martabat seseorang yang dapat berdampak pada 

mencemarkan nama baik atau pamor seseorang dengan cara membuat berita yang tidak benar 

dan mengumumkan berita tersebut kepada masyarakat umum, yang dapat menimbulkan 

pengaruh buruk terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. 

Penghinaan berawal dari kata benda dengan pergantian kata kerja penghina yaitu 

menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Penghinaan berasal dari kata hina yang 

berarti menunjukkan peringkat rendah (tingkat martabat), kotor, dan tercela (perbuatan atau 

perilaku). Sedangkan menghina adalah memandang rendah, meremehkan reputasi seseorang, 

dan menyinggung orang lain dengan mencela dan memaki. 

Pencemaran nama baik menurut Kamus Hukum adalah perbuatan menghina orang 

lain, merusak nama baik atau kehormatan orang itu, kemudian menyiarkan perbuatan itu baik 

secara lisan maupun tulisan sehingga diketahui umum. Menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, penghinaan atau pencemaran nama baik, atau penyerangan terhadap 

kehormatan atau reputasi seseorang, yang tidak termasuk tuduhan melakukan perbuatan 

tertentu atau tidak dimaksudkan untuk diumumkan, dapat dipidana tetapi hanya 

diperbolehkan dalam keadaan tertentu.
11

 

Sutan Remy Sjahdeini, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada 

dasarnya mempertanyakan penggunaan frasa "tanpa hak" dalam pasal tersebut. 

Pertanyaannya adalah apakah ada kerangka hukum yang memungkinkan distribusi atau 

transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik oleh pihak tertentu untuk 

memfasilitasi aksesibilitas. Kenyataannya bahwa ada pihak yang dapat memberikan hak 

kepada pihak lain untuk menyebarluaskan atau mentransmisikan agar informasi elektronik 

atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik dapat 

                                                           
10

 M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, 2015, SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate 

Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, Jurnal Keamanan Nasional, Vol1 No.3, hal.345-346. 
11

 Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2012), hal.151. 
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diakses, dengan kata lain perumusan dibuat berlebihan, tidak merubah fakta bahwa perbuatan 

tersebut ilegal.
12

 

3.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum 

Pidana Positif 

Pada masa kini, seluruh manusia menginginkan derajat, kehormatannya terjaga seperti jiwa, 

kehormatan, dan nama baik juga harus dilindungi, terpisah dari tindakan penistaan terhadap 

manusia, dan semua orang saat ini ingin dipertahankan derajat dan kehormatannya. 

Seseorang yang secara tidak benar menuduh orang lain melakukan sesuatu secara khusus 

diancam dengan pidana penjara dan denda dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Akan tetapi, 

kemajuan dalam menjaga martabat manusia belum tercapai.
13

 

Ketetapan hukum yang saling digunakan untuk melawan media publik adalah 

penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang. Penghinaan atau pencemaran 

nama baik terhadap seseorang merupakan aturan hukum yang sama-sama dimanfaatkan 

terhadap media publik. Umumnya, tindakan pencemaran nama baik melibatkan pengaduan. 

Akibatnya, seseorang yang reputasinya dirusak dapat mengajukan kasus ke pengadilan negeri. 

Dan individu yang melakukan pencemaran nama baik juga dapat menerima hukuman penjara 

jika mereka tidak menerima kompensasi.
14

 

Berlandaskan pasal 310 KUHP, jika suatu penghinaan atau pencemaran nama baik 

dapat dihukum, itu harus dilakukan dengan menuduh pelaku yang melakukan perbuatan 

diskriminasi. Perbuatan yang dituduhkan tidak harus merupakan perbuatan yang dapat 

mengakibatkan hukuman, seperti pencurian, penggelapan, perzinaan, dan lain-lain, dengan 

tujuan agar perbuatan yang dituduhkan itu tersebar dan meluas di kalangan khalayak ramai. 

Berdasarkan pasal yang ada di dalam KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan 

nama baik orang lain jika ia melakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk 

membawa barang yang menyangkut kehormatan atau nama baik seseorang yang dikenalnya 

kepada orang lain. Menurut Pasal 310 ayat 1 sampai dengan 3, yang menyatakan bahwa 

perkara pidana yang mengandung penghinaan adalah perbuatan fitnah yang merendahkan 

kedudukan, martabat, dan nama baik seseorang dengan tuduhan apapun, pencemaran nama 

baik yang merupakan delik aduan secara tegas ditentukan dalam KUHP. Karena tujuannya 

                                                           
12

 Sutan Remy Syahdeini, 2009, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Jakarta: Grafiti, hal.232-233. 
13

 Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, (Makassar : Alauddin University 

Press, 2012), hal.144. 
14

 Ibid, hal.147. 
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jelas, banyak orang yang menyadarinya. Ancaman hukuman maksimal atas penghinaan ini 

adalah denda tiga ratus rupiah atau hukuman maksimal sembilan bulan penjara.
15

 

Seseorang yang dihina biasanya akan merasa tersinggung dan malu, menurut R. 

Soesilo yang menjelaskan dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

komentarnya lengkap pasal demi pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP bahwa menghina 

adalah perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Sasaran penghinaan 

adalah harkat atau derajat yang menyangkut kehormatan dan nama baik individu atau 

golongan orang.
16

 

Pasal 433 ayat (1) KUHP Tahun 2023 ini kurang lebih memuat pengaturan yang sama 

dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang 

lain secara lisan dengan cara menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Pasal 433 ayat (2) 

KUHP Tahun 2023 ini pun memuat pengaturan yang kurang lebih serupa dengan Pasal 310 

ayat (2) KUHP. Perbuatan dalam pasal ini adalah untuk pencemaran tertulis dengan tulisan, 

gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum.
17

 

Dengan berpedoman pada komponen Pasal 310 tersebut di atas, fitnah merupakan 

pelanggaran berat. Pelanggaran materi biasanya didefinisikan sebagai pelanggaran yang dapat 

dihukum jika konsekuensi yang dilarang telah terwujud. Kata “tercemar” berasal dari kata 

“cemar” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti dekil atau hina. 

Tindakan mencemarkan atau menodai disebut polusi. Kehormatan diartikan sebagai reputasi 

atau harga diri yang baik. Menurut pandangan KBBI, rangkaian perbuatan yang 

menghancurkan nama baik atau harga diri seseorang merupakan perbuatan yang 

mencemarkan nama baik dan dilakukan dengan melanggar kesusilaan atau hukum. 

Oleh karena itu, jika efek larangan tersebut tidak dapat dibuktikan di pengadilan, 

maka delik pencemaran nama baik tersebut tidak perlu dijadikan tindak pidana. Kedua bentuk 

kerugian tersebut harus dapat dievaluasi dan diukur baik dampak materil maupun non 

materilnya dianggap haram. Di sisi lain, biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari perilaku 

terkait polusi harus ditunjukkan. Perspektif "serangan" dan "kehormatan" juga membutuhkan 

pembuktian. Kedua komponen ini sulit ditetapkan karena serangan terencana tidak 

                                                           
15

 Yunita Azhar BR Saragih, Skripsi: Analisis Hukuman Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Hukum 

Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan 

Hukum UINSU), (Medan: UIN Sumatra Utara, 2021), hal.58-59. 
16

 Dendi Frayitno, Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media 

Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, (Tarakan: Universitas Borneo Tarakan, 2021), hal.31. 
17

 Bernadetha Aurelia, Perbuatan yang termasuk Pencemaran Nama Baik, Rabu, 21 Desember 2022, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-

lt517f3d9f2544a. Diunduh pada 13 Februari 2023 
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melibatkan penggunaan kekuatan fisik melainkan penggunaan kata-kata. Kata-kata yang 

digunakan juga sulit untuk diukur karena bisa berupa kritik, keluhan, atau ucapan yang akurat. 

Mungkin sulit untuk membedakan antara menyerang, mengusik, dan mencela. 

Jadi, individu yang mengkomunikasikan informasi secara lisan atau tertulis dapat 

diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa niatnya itu sah. Jika Anda tidak dapat 

membuktikan klaim tersebut, itu adalah penghujatan atau fitnah dalam segala hal. Sebenarnya 

pencemaran nama baik (defamation) merupakan jenis penghinaan yang diatur dalam Bab 

XIV KUHP. Kata "menghina", yang mengacu pada "menyerang kehormatan dan nama baik 

seseorang", adalah asal dari definisi "penghinaan". Karena kehormatan dalam konteks ini 

hanya mengacu pada nama baik dan bukan kehormatan dalam arti seksualitas, mereka yang 

mengalami penghinaan seperti itu biasanya merasa tersinggung dan malu.
18

 

Nilai-nilai kepastian hukum yang mementingkan efektifitas penegakan hukum pidana 

dan dapat lebih diutamakan daripada kemanfaatan dan keadilan, pada hakikatnya merupakan 

asas legalitas. Karena secara sosiologis, perubahan sosial sering terjadi lebih cepat daripada 

perubahan hukum. Efektivitasnya sangat bergantung pada kepekaan aturan hukum normatif 

untuk menghentikan perubahan sosial yang terjadi, gaya hidup, budaya, dan keinginan 

manusia, baik positif maupun negatif, dari setiap individu dalam masyarakat yang berbeda 

untuk menunggangi efek kemajuan teknologi tersebut, yang seharusnya ditetapkan dengan 

undang-undang.
19

 

3.3 Bagaimana Sanksi Pencemaran Nama Baik Menurut Pandangan Hukum Islam 

Hukum Islam berasal dari kata “hukum” dan “Islam”. Landasan hukumnya adalah Al-hukm, 

yaitu bahasa Arab untuk membuktikan sesuatu yang palsu. Al-hukm adalah kata yang juga 

mengacu pada Al-qada' (Ketetapan) dan Al-mani' (Pencegahan). Hukum dijelaskan oleh 

Ushul Ushul fiqh sebagai “petunjuk dari Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan 

Mukallaf, dapat berupa tuntutan kepemilikan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, 

penghalang hukum, batal demi hukum, rukhsah atau azima. 

Menurut hukum pidana Islam, sangat dilarang untuk menghina, menuduh, atau 

memfitnah seseorang atau kelompok, perilaku ini dikenal sebagai Jarimah Qadzf (Tuduhan 

Zina). Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa Jarimah Qadzf dapat dibagi menjadi dua 

kategori Qadzf yang dihukum dengan had dan Qadzf yang dihukum dengan pengasingan 

                                                           
18

 Fatimah Tuz’zaroh, Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, (Makassar: UIN 

Alauddin Makassar, 2019), hal.25-27. 
19

 Maharidiawan Putra, 2018, Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek 

Kemajuan Teknologi, Jurnal Morality Volume 4 Nomor 1, hal.47. 
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(ta’zir). Qadzf yang dihukum dengan had adalah menuduh seseorang yang berakhlak baik 

berzina dan mengingkari nasabnya. 

Sedangkan Qadzf atau Tasyhir yang dihukum dengan ta’zir adalah menuding 

seseorang dengan tudingan selain zina dan tidak memungkiri nasabnya, yang dimaksud 

adalah perilaku mencela dan mencerca orang lain. Berdasarkan pendapat Imam Jalaludin di 

dalam buku tafsir Imam Jalalain, pencemaran nama baik dibagi menjadi 3 (tiga) bagian:  

1. sukhriyyah yang artinya mencaci atau menghina orang lain dengan kata-kata yang 

menimbulkan sakit hati. 

2. lamzu yaitu mencela orang lain dengan cacian dan makian.  

3. Tanabuz yaitu memanggil orang lain dengan nama yang buruk atau panggilan yang 

jelek.20 

Dalam pengertian ini, tindak pidana pencemaran nama baik adalah qadzaf yang 

dihukum dengan ta'zir, dan hakim serta penguasa mengambil keputusan akhir. Ada 3 (tiga) 

unsur pencemaran nama baik yaitu unsur kesengajaan, unsur di depan umum, dan unsur 

menyerang kehormatan atau derajat, semuanya telah terpenuhi dalam delik ini, yang sangat 

merugikan korban. Hal demikian juga tercakup dalam salah satu pandangan maqoshid syariah, 

yaitu menjaga jiwa. Menjaga jiwa dimaksudkan agar individu tidak mengkhianati, mencacati, 

mencelakai, atau membunuh karakter orang lain guna menumbuhkan rasa ketenangan dalam 

diri individu.
21

 

Berdasarkan buku Anwar Haryono yang berjudul: “Hukum Islam Keluasan dan 

Keadilan”. Pedoman yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang 

harus diikuti oleh umat Islam untuk memahami sepenuhnya hubungan dengan Allah SWT 

dan orang lain. Adanya kesalahan yang terjadi jika seseorang dengan dusta menuduh seorang 

muslim berzina atau meragukan asal-usulnya yaitu biasa disebut Qadzaf atau fitnah, 

perbuatan ini adalah kejahatan yang besar dalam Islam dan pelaku yang melakukan perbuatan 

ini disebut pelanggar yang sangat jahat. 

Definisi qadzaf yang diutarakan oleh Madzhab Maliki bahwa tuduhan zina adalah 

menuduh orang yang berakhlak baik melakukan perbuatan zina. Sementara itu, makna dari 

tuduhan zina yaitu menuding orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Perilaku ini 

diharamkan oleh Allah SWT untuk tujuan melindungi kehormatan seseorang, yang terpenting 

tuduhan zina itu dialamatkan bagi seseorang yang baik dan mempunyai derajat yang mulia di 

                                                           
20

 Imam Jalaluddin, 2010, Tafsir Jalalain, Bandung : Sinar Baru Algensindo, hal.428. 
21

 Mulyono Jamal, Haerul Akmal, 2019, Implementasi Wisata Syariah Lombok dalm Perspektif Maqoshid 

Syariah, Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol 4 No 2, hal.143-160. 
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tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu tudingan zina yang tidak ada pembuktiannya 

dipandang amat rawan untuk kegiatan masyarakat. Menurut hukum Islam perilaku semacam 

ini dapat diancam dengan hukuman berat, yaitu hukuman 80 kali cambukan.
22

 Berdasarkan 

pendapat Abu Hanifah, kejahatan dapat diterima dan merupakan hak Allah SWT. Akibatnya, 

meskipun korban telah memaafkan pelaku, hakim tetap harus mengadilinya, dan hukuman 

tetap dilaksanakan. Jika pelaku yang membuat kesalahan bertaubat, hanya Allah yang akan 

menerimanya.
23

 

Islam adalah agama yang mengajarkan interaksi manusia dan Tuhan yang benar dan 

benar. Islam melarang tindakan menghasut, memprovokasi, mencerca, memaki-maki, ghibah, 

dan kegiatan serupa yang merugikan kehormatan dan kemuliaan manusia. Sanksi pencemaran 

nama baik dalam hukum Islam tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits. 

Islam juga dengan keras melarang orang-orang yang melakukan perilaku jahat ini dan 

memperingatkan mereka tentang janji yang dibuat pada Hari Kebangkitan. Orang-orang ini 

dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang iri dengki, karena Islam tidak menganjurkan 

merendahkan orang lain. Akibatnya, Islam melarang balasan dan sanksi sebagai salah satu 

akibat dari perilaku yang melanggar syariat. 

Karena tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial belum termasuk dalam 

hukum pidana Islam dan tidak disebutkan dalam Al-Qur’an maupun hadits, maka tergolong 

jarimah ta’zir. Hukuman ta'zir adalah suatu bentuk hukuman yang dimaksudkan untuk 

menangkal atau menampik datangnya malapetaka, dengan kekuasaan penguasa atau hakim 

atas penyelenggaraan hukuman bagi masyarakat umum.
24

 

Dengan demikian, disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan suatu kumpulan 

hukum atau norma yang bersumber dari Allah yang diangkat sebagai panduan untuk 

mengatur segala kepribadian umat manusia di dunia. Kaidah yang dibuat bersifat secara 

umum yakni tidak hanya untuk umat Islam saja melainkan bagi seluruh umat beragama. 

Penetapan hukum Islam dan tujuan yang ingin dicapai tidak dapat dipisahkan. Hukum 

Islam pada umumnya bertujuan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat 

dengan merangkul semua yang bermanfaat dan melarang atau menolak yang merusak, yang 

tidak berguna bagi hidup dan kehidupan ini merupakan tujuan hukum Islam secara umum. 
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 Yunita Azhar BR Saragih, Skripsi: Analisis Hukuman Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Hukum 

Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan 

Hukum UINSU), (Medan: UIN Sumatra Utara, 2021), hal.54-56. 
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 Hamka Haq, 2009, Islam Rahmah Untuk Bangsa, Jakarta: RMBOOKS, hal.196. 
24

 M. Nurul Irfan, 2016, Hukum Pidana, Jakarta: Amzah, hlm 56-57. 
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Dengan maksud lain, tujuan hukum Islam adalah memberi manfaat yang berguna bagi hidup 

manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.
25

 

Hukum Islam terdiri atas dua kata yakni hukum dan Islam. Hukum yang disampaikan 

oleh para ahlinya tetap tidak dapat didefinisikan secara sempurna. Berdasarkan pendapat 

Abdurrauf, untuk memudahkan pemahaman tentang hukum. Menurutnya, hukum adalah 

peraturan-peraturan yang terdiri atas ketentuan-ketentuan menginstruksi dan larangan yang 

menumbuhkan kewajiban dan hak. 

Tindak pidana terhadap Pasal 27 Ayat 3 UU ITE digolongkan sebagai jinayah ta’zir 

menurut hukum pidana Islam. Tindak pidana yang dikenal dengan jinayah ta’zir memiliki 

bentuk dan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa sebagai bentuk pembalasan bagi 

pelakunya dengan syarat-syarat yang sesuai dengan kebutuhan penduduk negara (masyarakat) 

dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Maka dari itu, sudah selayaknya warga 

negara mencermati UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, khususnya Pasal 27 ayat 3, sebagai 

tanda ketundukan mereka kepada pemerintah.
26

 

 

4. PENUTUP 

Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dalam Pasal 27 ayat (3) mengatur dan melarang adanya tindak pidana pencemaran 

nama baik. Muatan dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang perlu diperjelas berkaitan dengan 

penghinaan dan pencemaran nama baik. Secara umum, penghinaan atau pencemaran nama 

baik adalah tindakan untuk merendahkan harga diri dan martabat seseorang yang dapat 

berdampak pada penghapusan nama baik atau martabat seseorang dengan membuat berita 

yang tidak benar dan membuat berita menjadi publik, yang dapat mempengaruhi pihak yang 

berkepentingan. 

Kedua, berlandaskan pasal 310 KUHP, Penghinaan atau pencemaran nama baik yang 

diancam pidana itu perlu dilakukan dengan cara menuduh secara tidak benar terhadap sasaran 

suatu perbuatan diskriminatif yang akan tersebar di masyarakat luas; pelanggaran yang 

dituduhkan tidak perlu yang dapat dihukum, seperti pencurian, penggelapan, perzinahan, dan 

lain sebagainya. Ini adalah perilaku lumrah yang tidak diragukan lagi memalukan, seperti 

menuduh seseorang melakukan perzinahan. Meskipun tindakan tersebut tidak dapat dihukum, 

pengumumannya akan memalukan bagi individu yang terlibat.  

                                                           
25
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Ketiga, Islam adalah agama yang mengajarkan hubungan ketuhanan dan manusia 

secara tepat dan benar, namun al-Qur'an dan hadits tidak memberikan penjelasan secara rinci 

tentang hukuman pencemaran nama baik dalam hukum Islam. Islam melarang kegiatan yang 

merusak kehormatan dan kemuliaan manusia, seperti menghasut, memprovokasi, menghina, 

mengutuk, memfitnah, dan perilaku serupa. Islam juga dengan keras mengutuk siapa pun 

yang terlibat dalam perilaku jahat ini dan memperingatkan mereka tentang janji yang 

memilukan yang dibuat pada Hari Penghakiman. Akibatnya, Islam melarang ganjaran dan 

sanksi sebagai salah satu akibat dari perilaku yang melanggar syariat. 
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